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. Penjelasan pelaksanaan kampanye AMBI

Pemilukada bagi Pejabat Negara
sekaligus sebagai Ketua Parpol.

Sehubungan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor

270/436/KPU-Prov-005/V/2010 bulan Mei 2010 perihal larangan kampanye
Pejabat Negara pada pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah,
bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.

Berkaitan dengan permasalahan boleh atau tidaknya Pejabat Negara (Menteri,
Gubernur dan Bupati) yang sekaligus sebagai Ketua DPP/DPD/DPW Partai
Politik untuk melakukan kampanye untuk mendukung salah satu pasangan
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka belum ada peraturan
yang mengatur tentang hal tersebut.

. Namun menganalog Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam melaksanakan
Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pejabat Negara yang berasal
dari Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye Pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD serta Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2009

menyatakan bahwa dalam melaksanakan kampanye Pemilu, pejabat negara
menjalankan cuti atau non aktif dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2009
dalam melaksanakan kampanye pemilu, Pajabat Negara wajib menjamin
terwujudnya misi dan kelancaran penyelengaraan pemerintahan negara, serta
asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

. Berkenaan dengan angka 1 dan angka 2 diatas maka Pejabat Negara yang juga

sebagai Ketua DPP/DPD/DPW Partai Politik dapat melaksanakan kampanye
untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang disebut pada angka 3
dan angka 4 diatas,

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian,




